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QAJ\IUN I(ABUPATEN PIDIE
NOMOR 8 TAHTIN 2OO3

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL DAN PANGKALAN
DALAM KABUPATEN PIDIE

DBNGAN RAHMAT ALLAH YANG MAIIA KUASA

BISM IL LAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a' lahwa dengan berlakunya undang-undang Nomor 34 Tahun 2000Tentang Perubahan atas undang-undans Nomor 1g Tahrm t997 TentangPajak Daerah dan Retribusi Dairah dan peraturan pemerintah Nomor 66tahun 2001 tentang.Retribusi Daerah, maka peraturan Daeralr Kabupaten
D- aelah Tingkat II pidie Nomor 7 tahun l99I tenang iuir"rtiu Terminar

,ffi #i*;ff,1:tt###Ii11J##t"*HH"A,;;**-
Mengingat : l' undang-undang Nomor 7(Drt) tahun 1956 tentang pembenhrkan Daerahotonom Kabupaten_-kabupaten daram- rinffigar-daerah hopinsi

9lTut.* Utara (Lembaran Negara Republik rraori* Tahun 1956 Nomor
58 Tambahan Lembaran 

|Iegara Repubrik Indonesia nomor 1092);2' 
Y:@e-undang Nomor 8 Tahun till tentangPokok-pokok Kepegawaian
(Ieqbaran Negara Republik Indonesia Anui Wl+ triomor 55, Tambahan
!:Tu--* Negara Repubtik Indonesia Nomor 304r) ,.bugu**a terahdiubah dengan undang-undang Nomor 43 tahun tvso {i*baran Negara
Rep,rblik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan i"-uarao N";;

, fi;t*ffi*f i$il'#ol'?,ufl,; ,r' tentang Hukum Acara pidana
(lembagn Negara Tahun lggr Nomor 76, Ta;bahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun
Jalan (I-embaran Negara Tahun
Negara Nomor 3480);

1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan
1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran

5. Undang-undang nouqor 18 tahun 1997 tsntang pajak Daerah rtan Retibusi
Daerah (Lembaran Negara Republik IndonJsia ah.* 1997 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36s5)
sebagaimana telah diubah dengan undang-uno*g No*o, 34 tahun 2000
(t erybaran Negara Republik Indonesia tan-un 200d"Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a}aSf;

6. Undang-rlrra*g fi



6. 
IJ_ndalg-undang Nomor 22 Tahun lg99 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 199b Nomor 60, Tambahan

_ l4m-baran Negara Republik Indonesia Nomor 3S39);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan

antara Pemerintah pusat dan Daerah (Lembaran Ne{ara Repui'trk
Indonesia tahun 1999 Nomor 72, Tanbahan Lembaran NJgara Repubrik
Indonesia Nomor3848);

8. undang-undang Nomor M Tahun rggg tentang penyelenggaraan
Keistimewaan propinsi Daerah Istimewa Aceh lremuaran 

-frrg*u
Republik Indonesia tahun 1999 Nomor lT2,Tambahan Lembaran Nelara
Republik Indonesia Nomor 3393);

9. Yrd*g:undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi
Provinsi Daerah lstimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Ace'h
Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2d0I No*o.
I14, Tambahan Lembarm Negara Republik Indonesia Nomor4l34);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahtm l9g3 tentang pelaicsanam
undang-undang Nomor 8 Tahun 19gl tentang Hukum Acara pidana
(Lembaran Negara Tahun l98r Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3258);

11. Peraflran Pemerintah Nomor 26 Tahun I9g5 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3T,Timbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 4l rahun 1993 teatang Angkuhn Jalan
(rmbaran Negara Republik Indonesia Tahun l9g5 Noior 5i, Tambahan

_ - Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
13. Perahrran Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu

Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik hrdonesia Tahun 1993 Nomor
63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

14. Perahran Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan kopinsi sebagai Daerah otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan
Pertanggungiawaban Keuangan Daerah (Lembarau-Negara Republik
Indonesia tahun 2000 Nomor 2l2,Tambahan Lembaan Nigara Reiublik
Indonesia Nomor a12l;

16. Perahrran Pemerintah Nomor 66 Tahun 20al tentarrg Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zau Nomor rlg,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor al,ji\;

17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun l99b tetang
Teknrk Penyusunan Peraturan perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan undang-undang, Rancangan psraturan pemerintah dan
!'ancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

18. Peraturan ..4....



18' Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat tI Pidie Nomor g Tahun
!987 tentang pedoman penunjuk, pengangkatan dan
Pemberhentian penldik pegawai Negeri sipil oiliogti-g* pemerintah
Daerah Tingkat II pidie.

Dengan persetujuan Bersama.

DEWAhI PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABTJPATEN PIDIE
DAN BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN:
MCNETAPKAN: QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

DAN PANGKALAN DALAM KABUPATEN PIDIE.

KrrENf,fi\ir uMUM

Pasal I
Dalam Qanun irri dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten pidie;
b. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten pidie;
c. Bupati adnlahBupati pidie;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

DPRD Kabupaten pidie;
e. Qanun adalah Peraturan Daerah yang selaqiutnya disebut eanun

Kabupaten Pidie;
f. Refibusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retnlbusi, adalah pungutan

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian an tertentui;;
kfiusus disediakan danlatau diberikan oleh pemerintah Daerah ;tuk
kepentingan oftmg pribadi atau badan;

g. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berllku;h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha y*g -"iiputi perseroan terbatas,
Perseroan Komanditer, perseroan lainnyq gidail usana-uitit Negara atau
laerah dengalr nam' dan bent,k apapun, persekutuan, perkumpulan,
{*u, kongsi, koperesai,yayasan atau organisasi y*g ."i*is, lembaga,
dana pensiun, bentuk usaha tetap serta beniuk badan orihu iainnya;i. Rehibusi Jasa usaha ana]u,h Retribusi atas jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komeisial karena pada
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swaita:j. Retribusi Terminal dan Pangkalan yang selanjutnya dapat disebut retribusi
adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk
kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan ,rsahu, fasilitasllplv? di lingkungan terminal dan pangkaian ying dimiliki danlatau
dikelola oleh Pemerintah Daeratr; 

k. Kendaraan ./,r. ... .



k. Kendaraan Bermotor adalah kenderaan yang digerakkau oleh peralatan
teknik y ang ber adapada kendaraan,itu;

l- Kenderaan o*Im adalah setiap kenderaan bermotor yang disediakan
yntuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;

m. Perusahaan Angkutan umum adalah p"*sah* yang menyediakau jasa
$gkutan orang danlatau barang kenderaan umum Oi jJan;

n. wajib Retibusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perah*an
perundang-undangan retribusi diwajibkan unttrk ."tukot*o pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi;

o. Masa retribusi 4uluh suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
yaktu bagi wajib Rehibusi untuk menrarfaatkan p"layunu, penyediaan
fasilitas terminal;

p. Surat Pendafiaran obyek Retibusi Daerah, yang selanjutnya dapat
disingkat sPdoRD adalah surat yang digunakan Jerr wi;iu Reribusi
untuk melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retibusi sebagai dasar
perhitungan pembayaran rehibusi yang terutang menurut peraturan
perundang-urrdangan Retribusi Daerah;

q. surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD
adalah surat keputusan yang menentukan besarn5ra jurnlah r"*b*i y*g
terutang;

r. Surat Ketetapan Reribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah iurat keputu# y*;
menentukan atas jumlah retibusi yang telah ditetapkan;

s. lur.at Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar,-yang selanjutnya dapat
disiugkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan .i"*iun
kelebihau pembayaran karena kredit retribusi lebih besar daripada retribusi
yang teruhn g atau tidak seharusnya terutang;

t. Surat Tagihan Retibusi Daerah, yang selanjutnya dapatdisingkat srRD,
adalah surat untuk melakukan tagihan reribuii dan/itau sanksi
administasi berupa bunga dan/ atau denda;

u. Surat Keputrsan Keberahn a.lalah surat kepufirsan atas keberahn terhadap
SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;

v. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, *.og,r*polk*
dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka p6ogu***
kepanrhau pemenuhan kewajiban Rehibusi Daerah berdas-arkan plraturan
perundangundangan Retribusi Daerah;

w' Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai Negeri sipil yang
selanjutnya dapat disebut penyidilq rmtuk mencari serE mengump"lk;
lukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidani oiLioang
Refibusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersan $anya



BAB II
NAMA, OBYEK DAN STJBYEK RETRIBUSI

Pasal 2
Dengan nama Retribusi Terminal dan pangkalan dipungut retribusi sebagaipembayaran atas 

- 
pelayanan penyediaan 

'iempat 
;a;;; unhrk kendaraanpenumpang dan bis umum, lempat kegiatan oruhu, fasilitas raanva-ai

lingkungan rerminal )ang dimiliki dda,oa aikeiora- oreh pemerintah
Kabupaten.

Pasal3
obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal danpangkalan yang meliputi :

a- Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum;b. Penyediaan tempat kegiatan usaha;c. Fasilitas lainnya di lingkungan terminal dan pangkalan serca peron.

Pasal4
subyek Retbusi adalah oftrng pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas
terrninal dan pangkalan serta peron.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Retribusi Terminal *, t;;i:li oigotonek* sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGTINAAN JASA

Pasal6
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi dan jangka wakru
pemakaian fasilitas terminal dan pangkalan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUI(TUR DAN BESARI{YA TARIF

Pasal T
Prinsip dan sasaran dalam penetapan strukhr dan besanrya tarif retnbusi
didasarkan pada tujtran untuk memperoleh keuntungan yffig layak
sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengu-sana sejeiis vang
beroperasi secara efisien dan berorientasi pada hargap^*

BABVI A



STRUKTUR,ffB,H*I\TYA TARIF

(I) stuktur retribul di,sor:ffi berdasarkan jenis frsilitas, jenis kendmaan,

(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasmkan t*if pur* yang berlaku di wilayah
Daerah;

(3) Dalam hal tarif pasar y"ng berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan
sebagai ju*14 

" 
pembayaran per satuan unit pelay anqr/jas4 yang

merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :

?. Unsur biaya per satuan penyediaanjasa;
b. Unsur keuntungan yangdikeheadaki pei satuan jasa.

(4) Biay_a sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a meriputi :a. Biaya operasional lqrgr*g, yarg m"tiputi biaya 
-belaqia 

pegawai
termasuk pegawai tidak tetap, beranja barane; aiun;ap"ioorinilu*,
5evs tanah dp !*.g*uq biaya listrik dan semua biayahtinip"rioaE

- lainnya yangterkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
b. Biaya tidak langsun& yang ,uitiprfi uiuvr-uo*ioistrasi umum, dan

liuyu lainnya yang mendukung penyeaaa, ;asa;c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan
akiiva lainnya-yang be{angka menengah dan panjan g, yangmltiputi
angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah aan u*gx;* *rrta
penyusutan asset;

d. Biaya-biaya lainnya yarg berhubungan dengan penyediaan jasa
seperti bunga atas pinjaman jangka pen-dek.

(5) Keuntungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b ditetapkan
dalam persentase tert.ntu dari total biaya sedagai;:r* dimaksu6 daram
ayat (4);

6. Struktur h ..



Jenis kendaraan/
Ukuran Fasilitas

Penyediaan tempat
parkirlretribusi
kenderaan
penumpang umum
AKAP, AKDP,
Angkot dan Mobil
Barang ( Mobar)

- Antar Kota Antar
Provinsi (AKAP)

- Antar Kota Dalam
Provinsi (AKDP)

- Angkot/Angdes
- Mobil Barang:
- JBB / GVW Max.

2000 Yd 75A0Kg
- JBB / cVW 7500 Kg

vd 14"000
- JBB/GVW 14000 Kg

keatas

Rp. 2.500,-/ sekali masuk

Rp. 1.500,-/ sekali masuk

Rp. 1.000,-/ sekali masuk

Rp. 2"000,-/ sekali masuk

Rp. 3-000,-/ sekali masuk

Rp. 5.000,-/ sekali masuk

Pemakaian kamar
tidur

AC
Non AC

Rp. 40.000,-/malam
Rp. 20.000,-/ malnm

Pemakaian tempat
usaha dalam
terminal&awasan
tenninal

Ruko:
- I-Ikuran4 m x l0 m

Kios:
- Llkuran 3 m x4 m

Gudang tempat bongkar
muatbarang6x6m

Rp. 8.000.000,- /pertahun

Rp. 2. 500. 000,-lpertahun

Rp. 2.000.000,- /pertahun

Pemakaian Fasilias
lainnya

- I!{andi, Cuci, Kakus
- Pencucian mobil

Rp. 1.000,-/sekali frkai
Rp. I 5.000,-/ perkendaraan.

(6) struktur dan besarnya tarifsebagaimana dimaksud dalam ayat (l), e) dan
ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

Pasal9
!9mua pungutan dan,penerimaan sebagaimana dimaksud pada pasal g harus
disetor ke Kas Bendaharan umum Daerah (BUD) melalui Bindalrarawan
Khusus Penerima (BKP) Dinas pendapatan, Kebersihan dan pertamanan
Kabupaten Pidie.

BAB vtr /1"...



BAB WI
WILAYAII PEMTINGUTAN

Pasal 10
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan fasilitas
terminal dan pangkalan diberikan.

BAB YIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERIITANG

Masa retribusi adafah jlfr* L'*, yang ramanyal (satu) kali memasuki
terminal dan pmgkalan

Saat Retribusi terutang Jffi'ri3, saat ditetapkan SKRD.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13
(1) Wajib Rekibusi wajib mengisi SpdORD;
(2) sPdoRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) harus diisi dengan jelas,

benar dan lengkap s'erta ditanda tangani oleir wa;ib Retibusi atau
kuasanya;

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian spdoRD
sebagaimana dimaksud pada ayat(l) ditetapkan otln fupiti.

BAB X
PENETAPAN RETRTBUSI

i Pasal 14
(I) Berdasarkan sPdoRD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (l)

ditetapkan retribusi terutang dengan menerbi&an SKRD;
@ Apabila berdasarkan hasil pemenksaan dan ditemukan data baru dan atau

data yang semula belum terungkap yang menyebabkm penambahm
jumlah rehibusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;

(3) Bentuk, isi dan 'arta cuapenerbitan SKRD sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat e)
ditetapkan oleh Bupati .

BAB XI '("



rArA cA#i,il'^"*o*
Pasal 15

(l) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkar.
(2) Refibusi dipungut dengan menggunakan JtcRp, dan sKRDKBT.

rArA 
"offX#loyARAN

Pasal 16(l) Pembayaran Refiibusi yang terutang harus dilr,nasi sekaligus;(2) Retrib5i yltg terutang dilunasi selambat-rambatnya 15 fi*u behs) hari
sejak diterbitkannya SKRD, SKRDKBT dan STRd;

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur
dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PENAGITIAN

Pasal 17
(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKBT, STRD dan Surat

Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi y*g nu*
dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajii fetribusi
dapat ditagih melalui Badan urusan piutang dan Lelang Negara
(BUPLN);

(2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakm berdasakan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
SAIIKSI ADMINISTRASI

Pasal 18
Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepatpada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administasi berupa bunga sebisar 2 % @;
persen) setiap bulan. dari retribusi yang kurang di bayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 19
(1) wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala

Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, srRorgt dan
SKRDLB;



(2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang
jelas;

(3) Dalam hal wajib Refiibusi mengajukan keberatan atas ketetapm
retibusi, wajib Rehibusi hanrs dapat membuktikan ketidakbenaran
ketetapan refibusi tersebut;

(4) Keberatan harus_diajukan dalam jangka wakfu paling larr,a 2 (dua) bulan
sejak tanggal SKRD, SKRDKBT, dan strRbrg -diterbitkan, f.*Ji
lpabila wajib Retribusi tertentu dapat menujukkan bahwa janeka ;"kt.
itu tidak dapat dipenuhi karena keadlan diluar kekuasaannya;

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam ayat Q)-.dan ayat (3) tidak dianggap sebag;i surat kebe;rr&
sehingga tidak dipertimbangkan;

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retibusi dan
pelaksanaan penagihan retibusi.

(1) lugati daramjanekai,lrtir'Jrt gtama3 (tiea) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima harus memberi keputuian atas 

-keberarin 
yang

diajukan.
(2) Kputusan Bupati atas keberatan dapd.berupa menerima seluruhnya atau

sebagian, menolak, atau menambah besamya retribusi yang terutang;(3) Apabila jangkarvaktu sebagaimana dimaksud dalam avat-(l) telai'lewat
dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan.

PENGEMBALTAN TIffTf#* pEMBAyARAN

(l ) Atas kelebihan r".o*"fr*r'l"triuori, wajib Retribusi dapatmengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati;

(2) Bupatr dalam iry*.u waktu paling lam 3 (tiga) bulan sejak diterimanya
permohonan kelebihan pembayaran refibusi sebagaimana oimatsuo
dalam ayat (l), harus memberikan keputusan;

(3) Apabila jarigka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat e) relah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian kelebihan retribusi dianggap dftabulkm darl SKRDLB
harus diterbitkan dalm jangka waktu pa[nt iama I (satu) bulan;

(4) Apabila wajib Retibusi mempunyai utang retribusi tuir*y^, kelebihan
pembayaran reffibusi sebagaimana dimakiud dalam uyut ltj hngsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih rtahulu utangr"t iu*i t"o"u,it;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retibusi sJbagaimana dimaksuddrl* ayat (l) dilakukan dalam janga wakru paling-lam 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB ;

(6) Apabila A
10



(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilalokan setelahjangka waktu 2 (dua)aulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar
2o/o (dr.* persen) sebuhn atas keterlambatan pembayaran trru**
retribusi.

(1) permohonan pense&:Litlebihan pembayaran reribusi diajukan
secara tertulis 

{epada lupati deagan sekurang-kurangnya menyebutkan:a. nama dan 3[26o1wajib Retribusi;
b. masa retibusi,
c besarnya kelebihan pembayaran;
d alasan yang singkat danjelas.

(2) Perrnohonan pengembalian kelebihan pembayaran refiibusi disampaikan
secara langsung atau melalui pos tercatat;

(3) Bukti penerimaln oleh pejabat Daerah atau bukti pengriman pos tercatat
merupakan bukti saatpermohonan diterima oleh Bupati_

Pasal 23
(l) Pengembalian kelebihan retribusi dilalilkan dengan menerbitkau Surat

Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utangrefibusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pura 2r -ayat 

@;,pembayaran dilalcukan dengan cara pemindah6ukuan dd b,idi
pemindahbukuan juga berlaku sebagai pembayarao.

PENGURAN.II|TJI*cANAN DAN
PEMBEBASAhT RETRIBUSI

Pasul24
(1) Buqlti dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan

refibusi;
@ Peng,rangan, .kglnsanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud

9ul* ayat (t) diberikan dengan memperhatikan -k.ru.prao 
wajib

Retribusi;
(3) Tgty gwapengurangaq keringanan dan pembebasao renibusi ditetapkan

oleh Bupati.

BAB XVII
KAI}AI"I,]'WARSA PENAGITAN

Pasal25
(l) Hak untuk melak*kan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah

melampaui jaoqp waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
refibusi, kecuali apabila wajib Retribusi melJcukan tindak piaaJa ai
bidmg retribusi;

(2) Kadaluar sa .4....
ll



(2) Kadaluwarsa penagihan refibusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (l)
tertangguh apabila:
a. diterbitkan Surat Teguran atau;
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung

maupun tidak langsung.

KrrEr\f,tilffT,r*o

(1) wajib Retribusi fft;f* -meraksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling uu,l"s
(enam) bulan aku denda paring banyak 4 (empat) k;ii jumhh;hibusi
terutang;

(2) Tindak pidana yang dimaksud daram ayat (r) adarah pelanggaran.

BAB XV
PET\TYIDIKAN

Pasal2T
(1) lejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di Lingkungan pemerintahan

Daerah dibenkan wewerumg khusus sebagai renyiatuatuk melakukan
penldikan tindak pidana retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang Nomor 8 Tahun l9g1 tentang Eukum Acara pidana.(2) wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud 

-pada 
ayx(l) adalah :a- Menerima, 

_mencari, mengumputkan dan meniliti'keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retibusi Daerah
agar keterangan atau laporau tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan tlterangin mengeiai orang
pnibadi atau -badan 

tentang kebenaran perbuatin y*g dilkakokui
sehubungan dengan tindak pidana retibuii Daerah;

c. Meminta keterangan dsn bahan bukti dari orang pribadi atau badan
, sehubungan_de_ng1n tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
d. Memeriksa buku-buku, catabn-catatndan dokunnen-dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana di bidang retibusi Daerah;e. Melakukan penggeledahan untuk mendapa&an bahan bukfi
pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta

- melakukan penyitarn terhadap bahan bukti tersebut;f. Meminta bantuan tem&ahri dalam dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana drbidang retribusi Dairah;

g. Menyuruh berhenti atau melarang seseoraflg meninggalkan ruangan
ataa tempat_ pada saat peureriksaan sedang beilangsung aa"
memeriksa identitas orang atau dokumen yarg diba*u ,Juugo:i*una
dimaksud pada huruf e;

h. Memotet seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi
Daerah;

l2



i. Memanggil orang unt,k didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;j. Menghenrikan penyidikan;

k. Melalnrkan tindakan rain yang perlu untuk kelanoaran penldikan
tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hur<um vang A;;
dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayrt (I) memberitahukm
dimulainya penyidikan dan menyampiil.ao hiJ p*vioit *ovu k;prd"
Penuntut umuq,leluai dengan ketentuan yang diatm daram uraa!-
undang Nomor 8 Tahun lggl tentang Hukum aiara pidana.

orr*ffiLiffiNurup

Pasal 28

9.toq* lerl{-unya Qanun ini maka perat,ran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat rI Pidie Nomor 7 Tahun r99r tentang Tata Tertib rerminar dan
Pangkalan Daerah ringkat tr pidie diuyatakan tiiak berlaku.

Pasal 29
Hll:H yang belum cukup diatur daram eanun ini, sepanjang mengenai
pelaksrnaannya akan diatur lebih lanjut durg Keputusan 6upati.

Qanun ini murai bertaku rllf,Ll?r, diundangkan .

Agar setiap oftrng mengetahuinya, memerintahkan pengrrndangan eanun ini
dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten-pioi".

Disahkan di Sigli
pada tanggal. ?O lgovembqr,2O03 M.

25 Ramadhan 1424 H.

It "yrrrnru,P
Diundangkan di Sigli
pada tangal I Desember 2003 M.

Ir. tL ABDULLAHvafrT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHLIN 2fiX} NOMOR 19.

Ii,qt* rw{"rr t*

ntm #
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PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR E TAHTJN 2OO3

.TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL DAN PANGKALAN DALAM KABUPATEN PIDIE

I. PENJELASAN UMUM

l.

2.

Bahwa dengan ditetapkannya undang-undang Nopmor 34 Tahun 200a tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1g9l tentang pajak Daerah dan
Rehibusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun ZO6t feotang Retribusi
Daerah, maka Retribusi Terminal yang berlaku selama ini perlu disesuaikan kJmbali;
Bahwa untuk meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan dan pemberian pelayanan
kepada masyarakat serta peningkatan, pertumbuhai ekonomi di Daerah diperlukal
penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hasilnya memadai
Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumbir tersebut -t * lain dilalnrkan
9engan peningkatan kine{a pemungutan, penyompurnaan dan penambahan jenis
Retribusi;
Dalam rangka mendukung otonomi Daeratl maka peuyelenggaraan pemerintahan dan
Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan 

-Asli 
Daerah, khususnya

Retribusi Daerah pengaturannya perlu lebih ditingkatkan lagi;

-Dalam 
rangfta untuk meningkatkan biaya pengelolaan ?* pr*"liharaan Retibusi

Daerah, maka sesuai {engan kewenangannya Femerintah paerah menetapkan Tarif
Retribusi Terminal dan Pangkalan dfalam Kabupaten pidie dalam suatu eanun.

3.

4.

IL PENJELASAI{ PASAI, DEMI PASAL

Pasal I
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal4 4
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Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cuk p Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal l0
Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.
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Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE NOMOR 7.
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